KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 125 TAHUN 2003

NOMOR : 532 TAHUN 2003

TENTANG

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN

NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keterpaduan pelaporan Perkawinan dan Perceraian, perlu diadakan kerjasama antara Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama secara terarah dan terkoordinasi;

b.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.

Mengingat
:
1.
Undang‑Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk junto UU Nomor 32 Tahun 1954(Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694);

2. Undang‑Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

3. Undang‑Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);

4. Undang‑Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang‑undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 tentang Perigelolan Perkembangan Kependudukan (Lembaran  Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA TENTANG PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK.

BAB I

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 1

Maksud Kerja sama ini untuk mewujudkan pedoman guna kesatuan langkah bagi Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama dalam rangka pelaporan dan sistem informasi pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk sebagai bagian dari kejadian penting dalam rangka penerapan Sistem Administrasi Kependudukan.

Pasal 2

Tujuan Kerjasama ini untuk meningkatkan ketersediaan informasi data pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk.

Pasal 3

Sasaran Kerjasama ini untuk terwujudnya jaringan kerjasama di pusat dan di daerah dalam pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi :

a. Pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk;

b. Penerapan sistem informasi pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk;

c. Pelatihan petugas pencatat nikah, talak, cerai dan rujuk;

d. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam melakukan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. mengembangkan sistem informasi atau tata cara pengumpulan data hasil pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk;

b. menyediakan sarana dan peralatan pembentukan bank data untuk menghimpun hasil pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk;

c. memberikan orientasi dan pelatihan kepada petugas yang terlibat dalam pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk;

d. menghimpun, mengolah, dan memberikan umpan balik data hasil pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk;

e. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berkepentingan untuk meningkatkan dukungan penyelenggaraan sistem informasi data hasil pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk.

Pasai 6

Departemen Agama mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. mencatat peristiwa nikah, talak, cerai dan rujuk sesuai dengan peraturan perundang‑undangan;

b. memberikan informasi data hasil pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk untuk direkam dalam sistem informasi administrasi kependudukan;

c. melakukan penelaahan atas hasil pengolahan dan umpan balik hasil pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk yang berlangsung dimasyarakat kepada Bupati atau Walikota.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan kerjasama ini ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama baik secara bersama-sama maupun sendiri‑sendiri.

Pasal 8

Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk di daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Bupati dan Walikota.

Pasal 9

Pembinaan operasional Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk di daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Pemantauan dan evaluasi pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bersama ini di tingkat pusat dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agarna.

(2) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pembinaan operasional pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk di provinsi dibebankan kepada APBD Provinsi.

(3) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan koordinasi dan fasilitasi pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk di kabupaten/kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 21 November 2003
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